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III. KETENTUAN RISIKO KHUSUS GEMPA BUMI PADA LINI USAHA ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR

1. Ketentuan Khusus berlaku untuk linis usaha kendaraan bermotor

a. Asuransi Gempa Bumi adalah asuransi yang menjamin kerugian

atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan
yang secara langsung disebabkan oleh risiko gempa bumi, letusan
gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya
gempa bumi dan atau letusan gunung berapi atau tsunami.

. Perusahaan Asuransi Umum wajib menggunakan klausul KL-KBM-

11 Klausul Gempa Bumi, Tsunami, dan atau Letusan Gunung
Berapi, yang merupakan perluasan dari syarat dan ketentuan pada
Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia sesuai edaran
SK DPP AAUI no 06/AAUI/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 Penetapan
Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia termasuk
penyempurnaannya yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Umum
Indonesia (AAUI) yang telah disetujui oleh Regulator.

2. TARIF PREMI DAN ZONA ASURANSI GEMPA BUMI

a. Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan Asuransi Gempa

Bumi wajib memberlakukan tarif premi dan Zona Asuransi Gempa
Bumi seperti tercantum pada Tabel IV.E.

Perusahaan Asuransi Umum harus mencantumkan tarif premi
Asuransi Gempa Bumi sebagaimana angka 1 diatas dalam Ikhtisar
polis atau dokumen yang merupakan bagian dari polis yang wajib
diketahui oleh tertanggung dan atau pembayar premi.

3. RISIKO SENDIRI

Perusahaan Asuransi Umum harus memberlakukan ketentuan risiko
sendiri pada perluasan jaminan Asuransi Gempa Bumi sebesar 10% dari
nilai ganti rugi yang disetujui, atau paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah) per kejadian.

4. KETENTUAN KHUSUS

Ketentuan lainnya mengacu pada Ketentuan Tarif Asuransi Kendaraan
Bermotor pada Lampiran 1 dari Surat Edaran ini.
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